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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 465- 2019

TENTANG )
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-134-2019 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINS] SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat

Pengelola Barang Milik Daerah pada Organisasi

_ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

-;\_’35 Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Nomor 030-134-2019;

%

b. bahwa berdasarkan usulan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah mengganti pejabat pengelola barang
milik daerah, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran
Keputusan Gubernur Nomor 030-134-2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam husuf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas
Keputusan Gubernur Nomor 030-134-2019 tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat
Pengelola Barang Milik LCaerah Pada Organisasi
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
' Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646},

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42&6);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Usulan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
tentang Perubahan Pejabat Pengelola Barang Milik
Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah lampiran 1 Keputusan (Gubernur Sumatera Barat
Nomor 030-134-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri
Sipil sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada. j;a_gggg\l 24-6- 209
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Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.

3. Arsip.
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